BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia usaha di Indonesia merupakan unsur penting dalam program

|
pembangunan ekonomi nasional. Indikator perekonomian suatu negara juga turut

divkur dari tingkat perkembangan dunia usaha dan iklim investasi. Perangkat untuk
menja]ankan!bisnis termasuk peraturan-peraturan dan hukum yang mengatur dunia
usaha merupakan hal yang berperan penting dalam melancarkan kegiatan usaha di
suatu Negara.

Perkembangan dunia usaha dalam berbagai sektor di Indonesia pada masa ini

diharapkan dépat membantu dalam menanggulangi pengangguran di Indonesia. Salah

satu elemen penting dalam dunia usaha adalah masalah ketenagakerjaan. Tenaga

kerja sebagai penggerak sektor usaha memerlukan perhatian khusus dalam
|

penanganannya.
|
Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan
i
nasional berd.'slllsarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945,

dilaksanakan \dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan

ﬂﬁmhanm1ﬂ'.1n i mactraralrat Indanacia calinrrhnun el vrrantn bl ntl-ae havlrnt

" nitro™"



martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat scjahtera, adil,
makmur, dan merata, baik materil manpun spiritual.’

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
memberikari pengertian mengenai tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu
melakukan l!aekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi
kebutuhan éendiri maupun untuk masyarakat. Selain itu pada Pasal 1 ayat (3) juga
memberikan pengertian Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan
" menerima u?ah atau imbalan dalam bentuk lain.

Undémg—Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan diusahakan
sebagai peraturan yang menyeluruh dan komperhensif, antara lain mencakup
pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing
tenaga kerj:.]l Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pembinaan hubungan
industrial, d%ln perlindungan terhadap ketenagakerjaan.

Wa_lz:lupun demikian, Tenaga kerja di Indonesia dinilai masih jauh dari
+ barapan untélk memperoleh perlindungan yang layak. Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentan_:g ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya masih membuahkan
. berbagai perdebatan yang sengit antara pengusaha, pemerintah dan pekerja.

- Diantaranya membahas berbagai kasus yang terjadi akhir-akhir ini, yang

menyebabka}n viktimisasi beberapa pekerja, terutama pekerja perempuan.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang

memberikani pengertian mengenai Pekerja/ Buruh, maka dapat disimpulkan pekerja

i
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‘perempuan adalah perempuan yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan
dalam bentuk lain.

Topik lain yang diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 adalah

Imengenai Perlindungan terhadap pekerja perempuan, yang kemudian diuraikan lebih
dalam melalui keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI No. KEP-
224/MEN/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekérjakan pekerja/burub
perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00.
, Walaupun sejumlah aturan perundangan telah mencoba menaikkan derajat
perempuan, tetapi harus diingat bahwa persoalan peran dan pendudukan perempuan
bukan sekedar masalah yuridis semata, tapi jauh lebih mendalam, karena berkenaan
‘dengan hal yang paling mendasar dalam strukiur masyarakat. Bahkan ketentuan
iperundang-undangan yang dimaksudkan untuk menekankan hak perempuan masih
jauh dari memadai.

Peranan adalah aspek yang dinamis dari kedudukan (sfafus). Apabila
' seseorang/} lompok yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai -dengan
kedudukannya. maka dia telah menjatankan suatu peranan. Hukum bukanlah tujuan,
tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non-yuridis dan

!berkembang_ karena rangsangan dari luar hukum. Faktor-faktor diluar hokum itulah

yang memblllat hukum ita menjadi dinamis.? Oleh karenanya, peranan pemerintah
sangat diperfukan untuk mepjamin penegakan hukum dalam berbagai sektor

' khususnya ketenagakerjaan.
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pengawasan ketenagakerjaaan harus ferus dilakukan agar peraturan perundang-
undangan di bidang ketenagakerjaan dapat ditegakan dan dil_aksanakan secara efektif
oleh para pelaku industri dan perdagangan.

Berdasarkan hal tersebut penulis merasa perlu untuk mengetahui lebih dalam

mengenai thekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dibidang

ketenagakerjaan, yaitu dengan memfokuskan penelitian terhadap “Peranan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Pengawasan Terhadap Pekerja Wanita

i Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Sleman”.

B. Rumusan'l\fiasﬁlah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan
| sebagai berikut :
1. Bagaimana petanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pengawasan
terhiadap pekerja wanita tempat hi’t;uran malam di Kabupaten Sleman?
7. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi dalam pengawasan terhadap pekerja wanita tempat hiburan

malam?
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C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui peranan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dalam
melakukan pengawasan terhadap peketja perempuan tempat hiburan malam di
Kabupaten Sleman.
2. Untuk menemukan hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh Dinas
Tenaga Ketja dan Transmigrasi dalam Pengawasan terhadap pekerja wanita

tempat hiburan malam di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat praktis, bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan
masukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melakukan
pengawasan terhadap pekerja wanita tempat hiburan malam di Kabupaten
Sleman.

2. Manfaat teoritis, bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
refet;lensi atau bacaan bagi dunia ilmu pengetahuan, khususnya dibidang

Huk{nn Administrasi Negara.

|
E. Tinjauan Pustaka

1. Landasan Pembangunan Ketenagakerjaan

Pasal 3 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 menyatakan Pembangunan
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fungsional Iintas sektora] pusat dan daerah. Landasan pembangunan Ketenagakerjaan
ada dua yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal-

pasal UUD 1945 yang menjadi landasan bagi pembangunan Ketenagakerjaan adalah -

a. Pasal 27 _UUD 1945 -
“Tlap-‘uap warga negara berhak atag peketjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanumaan”
Pasal yang sama dengan pasal 27 ialah :
Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk
bekerja serta mendapatkan imbalan dan perfakuan yang adil dan layak dalam

hubungan kerja.

b. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 -
“Setiap oraing bethak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertethpat tinggal, dan
mendapatk;n lingkungan hidup yang baik dan gehat serta berhak memperoleh
pelayanan l?eselidtan”.

¢. Pasal 28H a!yat (2) UUD 1945 :

“Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk

mempcroleti_ kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan
:keadilan”. %

d. Pasal 285 a}irat (3) UUD 1945 -

“Setiap oranlg berhak atas jaminan sosial yang mmungkinkan pengembangan

dirinya secara utyh sebagai manusia yang bermartabat”,
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Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 :

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak
boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun®.

Pasal 281 ayat (2) UUD 1945 :

“Setiap orang berhak bebas berprilaku yang bersifat diskriminasi atas dasar
apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat
diskrirnirgatif itu”,

t

Pasal 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
|

menyatakan bahwa tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

a.

Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan
manusiawi.

Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang
sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.

Membexfikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.

Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan kelnarga.

Tinjauslin Umum Tentang Para Pihak dalam Ketenagakerjaan
Pengusalha

|
Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menjelaskan

pengertian pengusaha adalah :
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2) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri
sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya ;

3) Orang perseorangan, perseckutuan, atau badan hukum yang berada di
Indonesia mewakili perusahaan, baik miliknya sendiri maupun bukan
miliknya sendiri yang berkedudukan di fuar Indonesia.

Selain itu didalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 juga
terdapat penjelaskan mengenai pengertian perusahaan diantaranya :

1) Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang
persl'eorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta
maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/burnh dengan membayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain;

2) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan
memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam
bentlilk lain;

Pengertian pengusaba Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003
juga memberikan pengertian mengenai pemberi kerja yakni orang perseorangan,
pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempeketjakan tenaga
kerja dengaxfl membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengaturan istilah

Pembert kerja ini muncul untuk menghindari orang yang bekerja pada pihak lain yang
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Selain ity Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal
1 ayat (3) jugn memberikan pengertian pekerja/burah adalah setiap orang yang
bekerja dengan imenen'ma upah atau imbalan dajam bentuk lain. Pengertian ini lebih

l
umum dan mengandung makna yang lebih luas karena dapat mencakup semua orang

Jaminan Sosial Ténaga Kerja (Tamsostek) berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun
1992, pengertian “ipekegia” diperluas yaknj termasuk :
1) Magang daIn murid yang bekerja pada perusahaan bajk yang menerima upah
maupun tidak:
2) Mercka Yang memboarong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah
Perusahaan;

3) Narapidana yang dipekerjakan di perusahagn.

PDF’
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c. Peraturan Perusahaan.

Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh
pengusaha, yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Pasal 108
ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 13 Tahun 7003 menjelaskan bahwa Peraturan
perusahaan wajib dibuat oleh pengusaha yang menipekerjakan pekerja sekurang-
kurangnya 10 (sepuluh) orang, terkecuali perusahaan tersebut telah mempunyai
perjanjian kerja bersama. peraturan perusahaan yang dimaksud sekurang-kurangnya
faerouat : l

1) Hak dan kewajiban pengusaha;
2) Hak dan kewajiban pekerja;
3) Syarat pekerja;
4) Tata tlertib perusahaan;
5) Jangka wakiu berlakunya peraturan perusahaan.
d. Kewsajiban pengusaha yang mempekerjakan perempuan antara pukul 23.00 s.d.
07.00. |
Pembrintah melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 76 ayal (1-5)
: menegaskaﬁ beberapa aturan bagi perusahaan yang mempekerjakan perempuan yaitu:
1) Peketj afpuruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun
dllalrang dipekerjakan antara pukul 23.00 s.d. 07.00
2) PenEgusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang
churat keterangan dokter berbehaya bagi kesehatan dan keselamatan

karédungannya maupun dirinya apabila bekeria antara pukul 23.00 s.d. 07.00.

)
l
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(Apabila pekerja/buruh perempuan yang dimaksud dalam ayat ini
dipekerjakan antara pukul 23.00 s.d. 07.00 maka yang bertanggung jawab atas
pelanggaran tersebut adalah pengusaha.)®
3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/burub perempuan antara pukul 23.00
s.d pukul 07.00 wajib :
a) Memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
b} Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
i
4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh
pere1;|rlpuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pulu 23.00 s.d pukul

05.00.

5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan

Keputusan Menteri.

Pengaturan mengenai kewajiban pengusaha yang mempekerjakan perempuan
pada malam hari ini diuraikan lebih rinci dalam keputusan menteri tenaga kerja dan
tmnsmigrasi Nomor Kep. 224/Men/2003 Tentang kewajiban pengusaha yang
mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00.

e. Tata Ca.;'a Pelaporan Ketenagakerjaan di Perusahaan.
Peniétapan kebijakan ini dinilai sangat penting terutama dalam menghadapi era

globalisasi iyang memuntut tersedianya data yang akurat, cepat dan terukur serta

sedapat mungkin berbasis teknologi informasi, sehingga penetapan kebijakan dapat
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mengakomodir kebutuhan hubungan ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kenja dan
kesempatan kerja dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia dengen
perlaknan yang tidak memihak (fair treatment) dan dilaksanakan seragam (equal
implementatién) untuk seluruh Indonesia.

Pasal él buruf (¢) Peraturan Menteri Tenaga kerja dan transmigrasi No: Per-
14!MeanW2(l}(]6 menjelaskan bahwa laporan ketenagakerjaan adalah laporan yang
imemuat data:t tentang keadaan ketenagakerjaan di Perusahaan. Pasal 2 ayat (1)
EPetaturan Ml'cntcri Tenaga kerja dan transmigrasi No: Per-14Men/TV/2006 juga
menegaskan | pengusaha wajib membuat laporan ketenagakeljéah sesuai dengan
keadaan yang sebeparnya baik pada kantor pusat, cabang maupun pada bagian
perusahaan yang berdiri sendiri.

Lapofran ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2)

Peraturan Menten Tenaga kerja dan transmigrasi No: Per-14/Men/1V/2006 dibuat

dengan menggunakan bentuk laporan ketenagakmjaan sebagaimana tercantum pada

; lampiran Pe!raturan Menetri.

f. Perjanjian Ketja

Ket?nman mengenai perjanjian kerja diatur dalam Undang-undang No.. 13

. !
' Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Menurut Pasal 1 ayat (14), pengertian

perjanjian kerja adalah petjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau

pemberi kelja. yang memuat syarat-syarat kerja, serta hak dan kewajiban para pihak.

' Selan_]utnya pada Pasal 1 ayat (15) Undang-undang No.13 Tahun 2003 disebutkan

bahwa hubungan kerja adalah bubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh

n mtro"DF




14

berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerja, upah dan pemerintzh.
Yang selanjutnya diatur lebih dalam pada Pasal 50 - 66 mengenai hubungan kerja
Undang-undang No.13 Tahun 2003,
g. Isi Perjanjian Ketja
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 54 ayat (2) menegaskan isi
petjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian
kerja bersama dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Maksudnya, isi
perjanjian b%eu'k kualitas dan kuvantitas tidak boleh lebih rendah dari peraturan
perusahaan, 'perjanjian kerja bersama atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Apabila pejanjian tersebut bertentangan dengan peraturan sebagaimana
Idisebutkan diatas, maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum. |
Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, Perjanjian ketja dibuat atas dasar :
1) Kesepakailtan kedua belah pihak ;
2) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum ;
3) Adanya Iﬁekeljaan yang diperjanjikan ; dan
4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan Kketertiban umum,
kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

|
Pada dasarnya semua perjanjian mempunyai format yang sama, vakni terdiri

dari judul, para pihak, pembukaan, isi, penutup, tempat dan tanggal perjanjian dibuat,

serta tandatangan para pihak dan saksi-saksi. Perbedaan antara satu perjanjian dengan

Iﬂﬂ‘l‘:‘!"l::ﬂﬁ 10:““1!‘0 0!‘]010‘1 Latr] sl “:‘I'\':IIF r‘on ;C‘I' AOI‘; ﬂﬂ":ﬂl‘\;:ﬂl’\ :"11 onnr“v;

" nitro™"



15

Dalam peljanjian kerja, hal-hal Yang diatur adalah segala sesuaty yang

berkaitan dengan hubungan kerja dmntaranya

1) Jenis pekerjaan;

2) Besarnya jumlah upah yang diterima pekerja;

3) Cuti dfan istirahat tahunan yang diberikan bagi pekerja yang telah memenuhi
syarat baik cuti tahunan maupun cuti wntuk hari-harj tertentu bagi pekerja
perempuan:

4) Per]indtungan pekerj a. atau Jamsostek ;

5) Waktu ;mul'ai dan berakhitnya hubungan kerja;

6) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan lain-lain,

. Jenis Pel;ianjian Kerja

| pasal 56 ayat ( 1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003, menyatakan dua jenis

' I
petjanjian kcr_ja, yaitu perjanjian kerja waktu tertenmu dan perjanjian kerja untuk

waktu tidak tertenty. Perjanjian kerja wakty tertentu adalah perjanjian Kerja antara
pengusaha dan [pekeqa untuk melaksanakan hubungan kerja dalam jangka waktu

tertentu atau untul; pekegjaan tertenty. Sedangkan perjanjian kerja wakiu tidak

tertentu adalah petjanjian kerja antarg pengusaha dan pekeija, unfuk mengadakan

hubungan kerja tetap, yang tidak dibatasi jangka wakty tertentu.

n nItI'O
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3. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
a. Tujuan Pengawasan

Selama ini pengawasan ketenagakerjaan diatur dalam Undang-undang Nomor
23 Tahun 1948 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan
Perburuhan ‘untuk seluruh Indonesia dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970
Tentang Keselamatan Kerja. Kedua Undang-undang tersebut secara eksplisit belum
mengatur mengenai kemandirian profesi Pengawas Ketenagakerjaan serta supervisi
‘tingkat pusat sebagaimana dinyatakan dalem ketentuan Pasal 4 & 6 Konvensi ILO
Nomor 81. |I)engan meratifikasi Konvensi ILO No. 81 memperkuat pengaturan
pengawasan ketenagakerjaan yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 13 Tahun

2003 Tentang Ketenagakerjaan.”

Pengawasan pekerja bertujuan untuk mendidik agar pengusaha atau
perusahaan selalu tunduk menjalankan ketentuan-ketentuan hukum yang berlakn
schingga akan dapat menjamin keamanan dan kestabilan pelaksanaan hubungan
kerja, karenalI sering kali perselisihan pekerja disebabkan karena majikan tidak
memberikan Perlindungan hukum kepada pekerjanya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.® :

Penga\‘Nasan dalam  penerapan  Peraturan  Perundang-Undangan

ketenagakerjaan juga dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan

3 http://www.nakertrans.go.id/perundangan/Undang-undang Nomor 21 Tahun 2003 Tentang

pengesahan ilo convention no. 81 concerning labowr inspection in industry and commerce (konvensi
ilo no. 81 mengenai pengawasan ketenagakerjaan dalam industri dan perdagangan).

|
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kewajiban bagi pengusaha dan pekerja/buruh schingga kelangsungan usaha dan
ketenangan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan
tenaga kerja dapat terjamin.
b. Pengawasan

Pengawasan  ketenagakerjaan  dilakukan oleh pegawai pengawas
ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin
pelaksanaan . peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pegawai pengawas
ketenagakexjiaan sebagaimana dimaksud, ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang
ditunjuk. |

Pengawasan perburnhan/ ketenagakerjaan dilakukan dengan melakukan
kunjungan ke perusahaan-perusahaan untuk mengamati, mengawasi pelaksanaan hak-
Ihak normatiflz pekerja. Jika hak-hak pekerja belum dipenuhi oleh pengusaha pegawai
pengawas dapat melakukan teguran agar hak-hak pekerja diberikan sesuai dengan
peraturan perljlmdang—undangan yang ada, jika tidak diindahkan pegawai pengawas
yang merupai(an penyidik pegawai negeri sipil dibidang perburuhan dapat menyidik
pengusaha tersebut untuk selanjutnya dibuatkan berita acara pemeriksaan untuk di
proses lebih lanjut kepengadilan.

Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan

Undang-Undang. No. 23 Tahun 1948 jo. UU. No. 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan

Darhiiemhan rmormhaoril-an srrmsvranane Iramadas mamcavernt mmc ;e Tendac e e
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1) Mengawasi berlakunya Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan
perburuhan pada khususnya;

2) Mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal hubungan kerja
d:an keadaan perburuhan dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat
Undang-Undang dan peraturan-peraturan perburuan lainnya;

3) Menjalankan pei{eljaan lainnya yang sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan.

Dinalv’ Tenaga Kerja dan Transmigrasi didalam melaksanakan tugas-tugas
pengawasan: dibidang Ketenagakerjaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri. Tata cara penyampaian laporan
ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Pegawai pengawas ketenagakerjaan
berkewajiban menjaga sesuatu hal atau merahasiakannya apabila memang bersifat
rahasia, karena bagi siapa saja yang diminta untuk memberikan data/ informasi atau
hal-hal lain dan Pengawas Ketengakerjaan, wajib memberikannya tanpa terkecuali.

c. Sanksi

Pelaklsanaan atas ketentuan atau kewajiban dari suatu Peraturan Perundang-
Undangan )’{ang telah ditetapkan kepada suatu perusahean, tidak menutup
_kemungkinan‘l terjadi penyimpangan dengan berbagai macam alasan. Bagi perusahaan
yang melanggar atau menyimpang dari ketentuan pemerintah maka perusahaan

tersebut dapat dikenai sanksi. Sebagaimana diatur didalam pasal 183 - 190 Undang-
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F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian.

Kabupaten Sleman.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Peneliﬁm Kepustakaan

Yaitu melakukan penclitian terhadap Peraturan perundang-undangan,

literatur, artikel, dan bacaan lainnya yang dianggap relefan dengan materi

penelitiaﬂl, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.
!

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan

vang télrkait dengan masalah dalam penelitian ini, Seperti :

a)
b)

c)

d)

Unli:lang—Undang Dasar 1945;

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
Undang-Undang No. 23 Tahun 1948 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun
1951 Tentang Pengawasan Perburuhan;

Undilamg-undang No. 21 Tahun 2003 tentang pengesahan ILO
C'om:}enrion No. 81 Concerning Labowr Inspection In Industry And
Commerce (Konvensi ILLO No. 81 Mengenai Pengawasan
Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan);

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP-
224/MEN/2003 Tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan

pekenja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00.
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2) Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan
memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur,” majalah, dan
artikel yang berhubungan dengan permasalahan penelitian,
b. Penelitian Lapangan
Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi
penelitian, dengan melakukan wawancara kepada para pihak yang bisa memberi
informasi atau keterangan terhadap masalah yang sedang diteliti. Alatnya adalah
pedoman wawancara.
3. Responden dan Nara Sumber
a. Nara Sumber
1) Pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sleman;
2) Pengusaha tempat hiburan malam.
b. Responden
Pekerja Perempuan yang bekerja di tempat hiburan malam, yaitu
antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00.
4. Metode Penentuzan Sampel
Penentuan Sampel menggunakan metode Puspossive sample Yaitu sampel
yang diperoleh dengan menentukan karakteristik atau kriteria yang dikehendaki
oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian, dalam hal ini sample diperoleh
dengan melakukan wawsancara terhadap masing-masing 5 orang pekerja

perempuan darj 3 tempat hiburan malam yang menjadi lokasi penelitian.
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